BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Ncmor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjewaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kepade Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf &, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh
Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanje Kabupaten Aceh Utara Tahun
Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang Dararat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daeralr Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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10,

11;

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembarar: Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara FPemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembzran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138},

Peraturan Pemerintatr Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lemtaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomior 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Ncmor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Ladan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengarn Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembzran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Noraor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomoer 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Sistem
Informasi Keuangar. Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaarn dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Oaerab (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi,Kabupaten dan Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang,/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Noraor 16 Tahun
2018 tentang Fengadaan Barang / Jasa Pemerintah;



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Inconesia Tahun 2013 Nomor 1425);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Tekhnis Pengeloalan Keuangan Daerah;

28. Qanun Kabupaten Acch Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah
Nomor 253);

29. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Nomor 5);

30. Qanun Kabupaten Acen Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Utara Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Nomor
4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

Dan
BUPATI ACZH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BEILANJA KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN ANGGARAN2021.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2021
berupa Laporan Keuangan mernuat :

. Laporan Realisasi Anggaran:

. Laporan Perubahan Saldo Angazaran Lebih;

Laporan Operasional;

. Laporan Perubahan Equitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan.

RSO A0 oW

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri
dengan laporan Kkinerja, ringkasan laporan keuangan desa dan
ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan
daerah,

Pasal 2

(1} Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 2.477.857.489.834,59
b. Belanja Rp. 1.667.740.248.475,10
c. Transfer Rp. 73C.599.579.713,00
Surplus/Defisit Rp. 79.517.661.646,49
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d. Pembiayaan Rp. 78.767.142.575,92
- Penerimaan Rp. 2.000.000.000,00
- Pengeluaran Rp. 76.767.142.575,92

Pembiayan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 156.284.804.222,41

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggeran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 3.609.146.707,59 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Rp. 2.474.248.343.127,00
b. Realisasi Rp. 2.477.857.489.834,59
Selisih lebih /(kurang) Rp. 3.609.146.707,59

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp.(149.465.853.804,90 ! dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja Rp. 1.817.206.102.280,00
b. Realisasi Rp. 1.667.740.248.475,10
Selisih lebih /{kurang) Rp. (149.465.853.804,90)

3. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah
Rp. (3.209.803.710,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran transfer Rp. 733.809.383.423,00
b. Realisasi Rp. 730.599.579.713,00
Selisih lebih/{kurang) Rp. (3.209.803.710,00)

4. Selisih anggaran dengan rvealisasi surplus/defisit sejumlah
Rp.156.284.804.222,49 dengan rincian sebagai berikut :

a. Realisasi Rp. (76.767.142.576,00)
b. Surplus/Defisit Rp. 79.517.661.646,49
Selisih lebih /kurang Rp. 156.284.804.222,49

5. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp. 0,08 dengan rincian sebagai berikut :

a. Realisasi Rp. =~ 78.767.142.575,92
b. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 78.767.142.576,00
Selisih lebih/kurang Rp. 0,08

6. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 2.000.000.000,00
b. Realisasi Rp. 2.000.000.000,00
Selisih lebih /kurang Rp. 0,00

7. Selisih anggaran dengan real'sasi pembiayaan netto sejumlah
Rp 0,08 dengan rincian sebhagai berikut :

a. Realisasi Rp. 76.767.142.575,92
b. Anggaran pembiayaan netto Rp. 76.767.142.576,00
Selisih lebih/kurang Rp. 0,08
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Pasal 4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 huruf b untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebagai
berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 78.767.142.575,92
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Rp. 78.767.142.575,92
Pembiayaan Tahun Berjalan

c. Sub total Rp. 0,00
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp. 156.284.804.222,41
(SiLPA/SiKPA)
e. Sub Total Rp. 156.284.804.222,41
f. Koreksi kesalahan Pembukuar. Tahun
Sebelumnya Rp. 0,00
g. Lain-lain Rp. 0,00
h. Saldo Anggaran Lebih Anggaran Rp. 156.284.804.222,41
Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional

1. Pendapatan Rp. 2.601.118.549.706,33

2. Beban Rp. 2.352.999.304.091,52

3. Surplus/defisit dari Operasi Rp. 248.119.245.614,81

b. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa Rp. 247.103.648.414,81

c. Pos Luar Biasa Rp. {(291.000.000,00)

d. Surplus/Defisit LO Rp. 246.812.648.414,81
Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai

berikut :

a. Ekuitas Awal Rp. 4.642.041.644.434,75
b. Surplus/Defisit LO Rp. 246.812.648.414,81
c. Dampak Komulatif Perubahan Rp. (1.846.467.851,64)
d. Ekuitas Akhir Rp. 4.887.007.824.997,92

Pasal 7

Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31
Desember 2021 sebagai beriku* :

a. Jumlah Aset Rp. 4.921.524.580.939,75

b. Jumlah Kewajiban Rp. 34.516.755.941,83

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 4.887.007.824.997,92
Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2021 Rp. 68.909.050.927,92
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 361.739.588.798,77
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp. (286.730.399.698,48)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan  Rp. (2.000.000.000,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas itransitoris Rp. (213.635.566,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2021 Rp. 141.704.604.462,21
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Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat

informasi baik secara

kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari :

as
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=
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Lampiran I

Lampiran .1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran 1.5

Lampiran 1.6

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI
Lampiran XII

. Lampiran XIII

Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI :
Lampiran XVII :
Lampiran XVIII:

Bag. Hk/Qanun 8..........

Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari

Ringkasan LRA menurut urusan Pemerintahan
Daerah dan Drganisasi;

Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut
urusant  Pemerintahan  Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah

menurut urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan:

Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta
hasil dan Sub Kegiatan beserta keluaran;

Rekapitulasi Pelanja Dasrah untuk keselarasan
dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan
fiungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara,

Rekapitu'asi Belanja untuk pemenuhan standar
pelayanan minimum

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan Atus Laporan Keuangan;

Daftar Rekarpitulasi Piutang Daerah,;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih;

Daftar Rekapitulesi Dana Bergulir dan Penyisihan
Dana Bergulir:

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Rekagirulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pekerjaan;
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;



s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali
dalain tahun anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporann Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/ Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Lampiran Laporan Kevangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (2) yaitu : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI Qanun
ini.

Pasal 12

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Tahun
Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui. memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten
Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 1 4gustus 2022 M
3 Muharram 1444 - H

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 1 _Agustus 2022 M

ARIS DAERAH
ACEH UTARA,

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2022 NOMOR .(..3../ 35 / 2022 )
NOMOR REGISTER KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH:
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